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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Secara mendasar diyakini bahwa semua prestasi, semua harta kekayaan, 

berawal dari sebuah ide. Kekayaan Intelektual merupakan kreasi manusia sebagai 

mahluk yang berbudaya. Kreasi manusia dapat berupa naskah (literary), hasil kerja 

yang memiliki seni (artisjtics work), dan teknologi. Semua kreasi manusia yang 

berasal dari sebuah ide tersebut sesungguhnya sejalan dengan dasar teori dari rezim 

Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yaitu “kreatifitas akan berkembang jika kepada 

orang-orang yang kreatif diberikan imbalan ekonomi”.1 

Secara garis besar hak kekayaan intelektual dapat dibagi dalam dua bagian 

yaitu hak cipta (copyright) dan hak kekayaan industri (industrial property rights) 

yang mencangkup paten (patent), desain industri (industrial design), merek(trade 

merk), penanggulangan praktik persaingan curang (repression of unfair competition), 

desain tata letak sirkuit terpadu (layout design of intergrated circuit) dan rahasia 

dagang(trade secret).  Yang akan dibahas oleh penulis disini adalah mengenai Desain 

industri, dimana merupakan salah satu bagian HKI yang unik dan memerlukan suatu 

persamaan persepsi, mengingat adanya tumpang tindih antara desain industri dan 

                                                           
1 Napoleon Hill, Think and Grow Rich ,berpikir dan Menjadi Kaya, Update For The Twenty-

Frirst Century by Arthur  R.Pell. Ph.D., 2007, Cetakan 1 ,Jakarta: Ufuk Press, 2009, hlm.5. 
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bagian HKI lainnya. Selain itu, terdapat beberapa konsep hukum mengenai bagian 

HKI lainnya seperti paten dan hak cipta yang juga digunakan dalam desain industri. 

Dari hukum paten mengambil jangka waktu monopoli yang terbatas yang didapat 

melalui pendaftaran yang memberikan hak kepada pemilik/pemegang hak atas desain 

untuk menghentikan pihak lain utuk memproduksi produk dengan desain yang sama, 

dan konsep kebaharuan atas desain merupakan syarat mutlak agar suatu desain dapat 

didaftarkan. Sedangkan dari hukum hak cipta, desain industri meminjam konsep ide-

ide menjadi bentuk-bentuk fisik yang merupakan perwujudan dari ide. 

Pasal 1 butir 1 UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri merumuskan 

pengertian desain industri sebagai suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau 

komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang 

berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat 

diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis 

serta dapat untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau 

kerajinan tangan. 

Sedangan pengertian desain dapat diartikan sebagai bidang ketrampilan, 

pengetahuan, dan pengalaman manusia yang mencerminkan keterikatannya dengan 

apresiasi dan adaptasi lingkungannya ditinjau dari kebutuhan-kebutuhan kerohanian, 

komposisi, arti, nilai dan tujuan dari fenomena buatan manusia. Dari pengertian 

desain tersebut dapat terlihat ruang lingkup desain, yaitu mencakup pembuatan 

peralatan sehari-hari dari yang paling kecil seperti sendok garpu hingga pada corak 

dan model tekstil serta pakaian, perumahan hingga tata kota beserta alat-alat 
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transportasi beserta jaringannya. Oleh karena itu secara luas bidang desain mencakup 

bidang desain produk, tekstil, interior, grafis, arsitektur, desain rekayasa serta desain 

kota yang semuanya itu dibuat dalam rangka pemenuhan kebutuhan spiritual dan 

material manusia.  

Desain industri berhubungan dengan pewujudan secara visual dari produk-

produk komersial dalam pola tiga atau dua dimensi. Desain industri biasanya tidak 

melindungi fungsi dari suatu produk, melainkan semata-mata melindungi 

penampakan luarnya. 

Desain orisinal dari produk-produk komersial dilindungi setelah desain 

tersebut didaftarkan. Jangka waktu monopoli dari sebuah desain adalah 10 tahun 

terhitung sejak tanggal peneriman sedikit di bawah jangka waktu untuk paten dimana 

jangka waktu paten bias berlaku selama 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan 

paten, jangka waktu ini sesuai dengan tuntuntan Perjanjian TRIPS (Agreement on 

Trade Related Aspects of Intellectual Propeety Rights). Banyak negara-negara 

berkembang baru mampu mengenbangkan industri-industrinya dalam waktu 50 tahun 

yang lalu, sehingga bagi negara-negara tersebut peraturan mengenai desain menjadi 

relevan, baru pada saat ini. Sebuah masalah yang mengacaukan banyak pembentuk 

undang-undang diseluruh dunia adalah berkaitan dengan tumpang tindihnya antara 

Hak Cipta dengan Desain Industri, karena kedua rezim tersebut melindungi karya-

karya artistik.2  

                                                           
2 Tim Lindsey,Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar,Bandung : P.T ALUMNI , 2005 , 

hlm. 8. 
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Desain industri dan merek dagang merupakan bagian dari kekayaan 

intelektual yang masuk dalam bidang hak milik perindustrian disamping hak cipta, 

paten, rahasia dagang dan desain tata letak sirkuit terpadu. Saat ini di Indonesia sudah 

ada Undang-undang yang khusus mengatur mengenai desain industri dan merek 

dagang, yaitu UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan UU No. 20 Tahun 

2016 tentang Merek. Mengenai pelanggaran memakai desain orang lain yang sudah 

terdaftar untuk barang dan jasa yang sejenis, diancam dengan hukuman pidana dan 

denda pembayaran sejumlah uang yan telah ditentukan. Undang-Undang Desain 

Industri (UUDI) menyebutkan tidak semua desain industri dapat dilindungi secara 

hukum. Desain industri yang baru saja yang oleh negara dapat diberikan kepada 

pendesain. Desain Industri yang mendapat perlindugan diberikan untuk desain 

industri yang baru. Desain Industri dianggap baru apabila tanggal penerimaan desain 

industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.3  

Sistem perlindungan hukum bagi Desain Industri dengan mengajukan permohonan 

pendaftaran. Sistem pendaftaran yang digunakan adalah konstitutif yang dikenal 

dengan: Sistem First To File yaitu pendaftar pertama (yang memenuhi persyaratan 

yang telah ditentukan) yang akan mendapatkan Sertifikat Desain Industri; Tidak 

dilakukan pemeriksaan substansif hanya akan dilakukan bila ada penyanggahan dari 

masyarakat (penyanggah harus membayar biaya sebesar Rp. 150 ribu) selama periode 

pengumuman atau publikasi (3 bulan). Poin yang kedua dapat diartikan bahwa pihak-

                                                           
3 Ok Saidin,Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Cetakan Revisi 6, Jakarta: Rajagrafindo 

Persada, 2007, hlm. 472. 
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pihak yang berkepentingan (misalnya industri pangan) harus terus memantau 

pengumuman desain industri dikantor desain industri di Kota Tangerang Provinsi 

Banten, supaya bila ada desain-desain milik mereka yang didaftarkan oleh pihak-

pihak yang tidak berhak, bisa segera disanggah; Karena hanya desain industri yang 

baru yang dapat diberikan Sertifikat Desain Industri, maka produk dari desain yang 

dimohonkan pendaftarannya, tidak boleh diumumkan, digunakan, dan dijual baik di 

Indonesia maupun di luar Negeri, sebelum permohonan dikabulkan (granted).4 

Desain Industri juga memiliki Ciri khusus dalam sistem perlindungan Desain 

Industri antara lain : Visible (dapat dilihat dengan mata); Special Appereance 

(menunjukkan penampilan khusus yang memperlihatkan perbedaan dengan produk 

lain, sehingga menarik bagi pembeli atau pengguna produk);Non-technical Aspect 

(hanya melindungi aspek estetika dari produk tidak melindungi fungsi teknisnya),dan; 

Embodiment in a utilitarian article (dapat diterapkan pada barang yang memiliki 

kegunaan). 

Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan 

Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa 

persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor,mengekspor, dan/atau 

mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri. 

Mengacu pada kasus yang akan dibahas oleh penulis mengenai pelanggaran 

terhadap Desain Industri yang terjadi di Indonesia khususnya. Disini penulis ingin 

                                                           
4 Sudarmanto, KI dan HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia : Pengantar Tentang Hak 

Kekayaan Intelektual, Tinjauan Aspek Edukatif dan Marketing, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 

2012. hlm. 75.  



20 
 

 

membahas kasus yang terjadi terhadap pelanggaran yang mana mengakibatkan 

kerugian yaitu penjualan kaca helm Bogo yang di pakai oleh yang bukan pemegang 

hak ekslusif dalam pembuatan dan penjualan kaca helm bermerk Bogo yang diperjual 

belikan tanpa sepengetahuan pemegang hak ekslusif sebagai pembuat kaca helm 

tersebut.  

Dalam pokok perkara yang  menjadi persoalan perkara ini adalah Bapak Toni 

sebagai pemilik Desain Industri Kaca Helm No.ID 0 012 832 D diakatakan sudah 

tidak baru (not novel) oleh tergugat atas nama Bapak Gunawan, Desain Industri yang 

sudah diajukan pada 3 Agustus 2007, karna pada kenyataannya Desain Industri yang 

didaftarkan oleh Bapak Toni adalah Desain Industri Kaca Helm yang diumumkan 

atau digunakan terlebih dahulu oleh pembuatnya di Malaysia, yaitu Bo Go Optical 

Sdn,Bhd. Dan oleh karenanya telah diungkapkan sebelum tanggal penerimaan (3 

Agustus 2007). Yang kemudian dibantah oleh Bapak Toni sebagai pemegang Desain 

Industri Kaca Helm tersebut bahwa sudah terdaftar sejak 8 Tahun yang lalu. Serta 

Bapak Toni menjelaskan bahwa telah bekerja sama dengan Bo Go Optical,SDN,Bhd, 

Malaysia untuk menggunakan merk BOGO pada hasil Desain Kaca Helm miliknya  

dengan surat yang ditujukan kepada Bapak Toni pada tanggal 1 Juni 2009.  

 Selanjutnya yang terjadi adalah dimana Bapak Gunawan yang melakukan 

penjualan kaca helm bermerk Bogo mengaku bahwa dia tidak meniru desain helm 

tersebut. Kemudian permasalahan yang terjadi dalam kasus ini adalah gugatan ganti 

kerugian yang diajukan oleh Bapak Toni sebagai pemilik hak ekslusif atas Desain 

Industri Kaca Helm Bogo tidak dipenuhi oleh Majelis hakim yang menangani perkara 
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tersebut. Pada kasusnya Bapak Gunawan sebagai tergugat dikenai Pasal 54 ayat 1 Jo. 

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 dijelaskan bahwa Barangsiapa 

dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 9 

dipidana penara paling lama 4 (empat) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Dalam kasus ini Sesuai catatan Kemenkum 

HAM, desain helm bogo dipegang oleh Toni dengan nomor registrasi ID 0012832 D. 

Toni memegang hak desain tersebut untuk periode 3 Agustus 2007 hingga 3 Agustus 

2017. Yang terjadi Toni kaget karena helm bogo beredar di Bogor yang diproduksi 

oleh Gunawan. Akibatnya, Toni mengalami kerugian mencapai Rp 700 juta. Vonis 

diketok oleh ketua majelis Leandriyati Janis dengan anggota Hendra Halomoan dan 

Nistra Priska Faridayanti. Gunawan dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah 

memproduksi dan memperbanyak serta menggunakan secara tanpa hak atas desain 

industri kaca helm terdaftar No ID 0012832 D milik Toni. Disini Bapak Toni sebagai 

Penggugat juga mengakatan bahwa Bo Go Optical Sdn Bhd Malaysia mengakui 

desain ini dalah benar-benar miliknya. 5  

 Disini dapat disimpulkan bahwa kurangnya perlindungan mengenai desain 

industri. Seperti yang diketahui dalam Pasal 9 undang-undang No. 31 Tahun 2000 

tentang Desain industri. 

Dengan pemaparan kasus diatas penulis bertujuan menulis skripsi dengan judul 

Tinjauan Yuridis Tentang Perindungan Hukum Terhadap Pemilik Desain 

                                                           
5 https://news.detik.com/berita/3191631/akhir-sengketa-kasus-desain-industri-kaca-helm-

bogo, diakses pada tanggal 19 November 2017 pukul 16:31.  

https://news.detik.com/berita/3191631/akhir-sengketa-kasus-desain-industri-kaca-helm-bogo
https://news.detik.com/berita/3191631/akhir-sengketa-kasus-desain-industri-kaca-helm-bogo
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Industri Kaca Helm Bermerk BOGO ( Studi Putusan No. 73/ Pdt.Sus/ Desain 

Industri /2015/PN.Niaga/JKT.PST). 

 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan hal di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana perlidungan hukum terhadap pemilik hak ekslusif  Desain Industri 

pada putusan No.73/Pdt.Sus/2015  ?  

2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan 

No.73/Pdt.Sus/2015. Karena tidak terpenuhnya tuntutan perdata penggugat? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum tentang hak ekslusif desain industri 

helm Bogo pada putusan (No.73/Pdt.Sus /Desain Industri/2015/PN. 

Niaga/JKT.PST). 

2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim pada putusan 

(No.73/Pdt.Sus/Desain Industri/2015/PN.Niaga/JKT.PST) yang dikeluarkan 

oleh majelis hakim. 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian ini terdiri dari : 

1. Manfaat Teoritis 
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Dengan penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran bagi ilmu 

pengetahuan khususnya pada bidang HKI yaitu perlindungan Desain industri 

di Indonesia.   

2. Manfaat Praktis 

Penulisan hukum yang dibuat dalam bentuk skripsi, sangat diharapkan untuk 

menambah pengetahuan pembaca terhadap Perlindungan Desain Industri. Dan 

juga sebagai informasi bagi pihak-pihak terkait, yakni aparat penegak hukum, 

khususnya hal ini hakim sebagai pemutus dalam perkara ini. 

 

E. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada kajian hukum perdata 

khususnya yang menjadi permasalahan diatas yaitu perlindungan hukum serta 

dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan (No. 73 /Pdt.Sus / Desain 

Industri /2015/ PN.Niaga /JKT.PST) tentang hak ekslusif kepemilikan kaca helm 

yang bermerk Bogo  

F. Kerangka Teori 

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengimplikasikan pada beberapa 

teori yang relevan dengan masalah yang diangkat oleh penulis diantaranya : 

1. Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 

Ada beberapa teori perlindungan hak kekayaan intelektual seperti teori 

reward (penghargaan), pencipta atau penemu yang menghasilkan ciptaan atau 
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penemuan harus dilindungi dan harus diberi penghargaan atas hasil jerih 

payahnya menghasilkan penemuan atau ciptaan. Kemudian menurut teori 

recovery,pencipta atau penemu yang menghasilkan ciptaan atau penemuan 

dengan mengeluarkan tenaga, waktu dan biaya harus diberi kesempatan untuk 

meraih kembali apa yang telah ia keluarkan tersebut. Selanjutnya menurut 

teori incentive menyatakan bahwa, dalam rangka untuk menarik minat, upaya 

dan dana bagi pelaksanaan dan pengembangan kreativitas penemuan, serta 

menghasilkan suatu yang baru, diperlukan adanya suatu incentive agar dapat 

memacu kegiatan-kegiatan penelitian dapat terjadi lagi. Sedangkan menurut 

teori risk (resiko) menyatakan bahwa kekayaan intelektual merupakan hasil 

karya yang mengandung resiko, sehingga adalah wajar untuk memberi 

perlindungan kepada kegiatan yang mengandung resiko tersebut. Dari teori-

teori tersebut dapat dipahami bahwa dasar filosofis perlindungan HKI sangat 

dipengaruhi oleh mazhab hukum alam yang menekankan pada faktor manusia 

dan penggunaan akal. Berdasarkan pemikirian tersebut HKI diakui sebagai 

hasil kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektual manusia.6 

 Dengan demikiran pribadi yang menghasilkan mendapat hak 

kepemlikannya secara alamiah (narutal acquisition). Sebagai suatu sistem 

hukum modern, sesuai dengan pandangan H.L.A Hart tentang konsep hukum, 

sistem HKI juga merupakan suatu siste yang logis karena merupakan 

                                                           
6  Cita Citrawinda,dkk, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Desain 

Industri, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,2001,hlm.103. 
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perwujudan dari kehendak manusia sehubungan dengan tntutan kehidupan 

bersama. Dalam keadaan ini sistem HKI merupakan sistem hukum positif 

yang dalam oprasionalisasi dan misinya mempunyai empat penunjang, yaitu: 

1. Adanya aspek perintah. 

2. Mendukung aspek kewajiban dan melekat dalam norma hukum 

yang diberlakukannya. 

3. Adanya aspek sanksi tertentu yang bersifat memaksa 

4. Mempunyai aspek kedaulatan dalam keberadaannya. 

 

2.  Teori Perlindungan Hukum 

Menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat 

sebagai tindakan pemerintah yang yang bersifat preventif dan represif. 

Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah 

terjadinya sengketa, yang mengarahkan Tindakan pemerintah bersikap hati-

hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan 

yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk 

penanganannya dilembaga peradilan7. Perlindungan hukum merupakan suatu 

perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat 

hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat repsresif, baik yang 

tertulis maupun yang tidak terulis, dengan kata lain perlindungan hukum 

                                                           
7 Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, 

Surabaya: 1987, hlm 29. 
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sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat 

memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. 

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila: 

a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya 

b. Jaminan kepastian hukum 

c.  Berkaitan dengan hak-hak warganya 

d. Adanya sanksi hukuman bagi para pihak yang melanggarnya. 

Perlindungan hukum meliputi 2 hal yaitu8: 

1. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk dari perlindungan hukum 

dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan 

atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk 

yang definitif. Sehingga perlindungan hukum ini bertujuan untuk 

mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak 

pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dan dengan 

adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah 

untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan atau 

diminta pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut. 

                                                           
8 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum,  Citra Aditya Bakti, Bandung:2009, hlm.38 
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2. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum yang 

lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Di Indonesia terdapat 

berbagai badan yang secara partial menangani perlindungan hukum yaitu: 

a.  Pengadilan dalam lingkup peradilan umum, untuk menyelesaikan 

suatu perkara tertentu kepada peradilan umum sebagai perbuatan 

melawan hukum oleh penguasa 

b. Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administratif; 

penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi 

pemerintah dalam hal banding. Lembaga banding tersebut menangani 

permintaan banding terhadap suatu tindakan pemerintah oleh pihak 

yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah lainnya. Lembaga 

ini berwenang untuk membatalkan suatu tindakan dari pemerintah 

tersebut. 

c.  Badan-badan khusus yang terkait dan berwenang untuk 

menyelesaikan suatu sengketa. 

 

3. Teori Perbuatan Melanggar Hukum 

Perbuatan melanggar hukum ialah bahwa perbuatan itu mengakibatkan 

kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat.Dan kegoncangan 

ini tidak hanya terdapat, apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu 

masyarakat dilanggar (langsung), melainkan juga, apabila peraturan-peraturan 
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kesusilaan, keagamaan dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar 

(langsung).9 

Adapun yang menjadi unsur perbuatan melawan hukum ini sesuai 

dengan pasal 1365 KUHPerdata yaitu sebagai berikut :10 

1. Adanya suatu perbuatan 

2. Perbuatan tersebut melawan hukum 

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku 

4. Adanya kerugian bagi korban 

5. Adanya hubungan klausula antara perbuatan dengan kerugian. 

 

Perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata pada 

awalnya memang mengandung pengertian yang sempit. Baru sejak tahun 

1919, setelah dipelopori oleh Pengadilan Tertinggi di Belanda (Putusan Hoge 

Raad 31 Januari 1919, termuat dalam majalah “Nederlandsche 

Jurisprudentie” 1919-101), istilah “onrechtmatigedaad” ditafsirkan secara 

luas, sehingga meliputi juga suatu perbuatan yang bertentangan dengan 

kesusilaan atau dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan hidup 

masyarakat.11 

                                                           
9Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum 

Perdata, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 7. 
10Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2005, hlm. 10. 
11Wirjono, Op. Cit, hlm. 7. 
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Penulis beranggapan bahwa, warga Negara dapat mengajukan gugatan 

ke pengadilan apabila mendapati kerugian dari suatu perbuatan hukum yang 

dilakukan oleh seorang atau sekelompok warga Negara lainnya maupun yang 

dilakukan oleh badan hukum dan penguasa/lembaga negara.Tanggung jawab 

negara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh alat-alat 

pemerintah tersebut dikenal dengan onrechtmatige overheidsdaad. 

 

4. Teori Penjatuhan Putusan 

Menurut Mackenzei, ada beberapa teori atau pendakatan yang dapat 

dilakukan hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan, yang 

digunakan dalam putusan ini adalah12: 

a.  Teori Keseimbangan 

Dimaksud dengan keseimbangan disini adalah antara syarat syarat 

yang ditentukan oleh undang undang dan kepentingan pihak pihak yang 

tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya 

keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan 

terdakwa dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan 

pihak tergugat. Dalam praktik peradilan pidana, kepentingan korban saat ini 

belum mendapat perhatian yang cukup, kecuali antara lain dalam perkara 

perkara korupsi, perlindungan konsumen, lingkungan hidup. Salah satu 

                                                           
12Ahmad Rifai, 2005, Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Presfektif Hukum Progresif, 

Jakrta: Sinar Grafika, hal 105-112 
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kesulitan yang dihadapi dalam memberikan pertimbangan pada kepentingan 

korban, karena baik dalam hukum pidana materil maupun hukum pidana 

formil, tidak ada ketentuan atau tidak cukup diatur mengenai perlindungan 

terhadap korban, hal itu adalah atas inisiatif sendiri dan bukan sebagai bagian 

dari proses perkara. Dalam praktik, ada dua cara melindungi kepentingan 

korban, yaitu yang pertama, melakukan gugatan keperdataan atas dasar 

perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad), dan yang kedua, melakukan 

perdamaian dengan pelaku atau semata-mata karena uluran tangan pelaku. 

Salah satu penyebab tidak ada tempat bagi kepentingan korban, karena 

perkara pidana semata-mata dianggap sebagai perkara antara negara melawan 

pelaku dan korban bukan merupakan bagian, apalagi sebagai pihak dalam 

perkara pidana.  

Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan terdakwa, dalam 

praktik umumnya dirumuskan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang 

memberatkan dan peringankan penjatuhan pidana bagi terdakwa, dimana 

kepentingan masyarakat dirumuskan dalam hal-hal yang memberatkan, dan 

kepentingan terdakwa dirumuskan pada hal-hal yang meringankan. 

Pertimbangan hal-hal memberatkan dan meringankan tersebut, merupakan 

faktor yang menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap 

terdakwa (vide Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP). Adapun keseimbangan 

dalam perkara perdata dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 283 
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Rbg/Pasal 1865 KUH Perdata, mengatur mengenai asas pembuktian dalam 

perkara perdata, dimana pihak yang menyatakan mempunyai hak tertentu atau 

menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya tersebut, atau untuk 

membantah hak orang lain, maka orang tersebut harus membuktikan adanya 

hak atau kejadian tersebut. 

b. Teori Ratio Decidendi 

Teori ini didasarkan pada filsafat yang mendasar, yang 

mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang 

disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang 

relavan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum 

dalam menjatuhkan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasrkan pada 

motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikann keadilan 

bagi para pihak yang berperkara. 

5. Teori Kebebasan Oleh Hakim Menurut Yahya Harahap13,  

Kebebasan hakim jangan diartikan kebebasan yang tanpa batas dengan 

menonjolkan sikap arrogance of power dengan memperalat kebebasan untuk 

menghalalkan segala cara, namun kebebasan relati dengan acuan: 

a. Menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undang 

yang  tepat dan benar dalam menyelesaikan perkara yang sedang 

                                                           
13 M. Yahya Harahap, .2005, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Jakarata: 

Sinar Grafika, hlm. 60 
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diperiksanya. Sesuai dengan asas dan ketentuan undang-undang yang 

harus diunggulkan. 

b. Menafsirkan hukum yang tepat dengan cara-cara pendekatan penafsiran 

yang dibenarkan (penafsiran sistematik, sosiologis, bahasa, analogis 

atau mengutamakan keadilaan dari pada peraturan perundang-undangan 

apaila peraturan perundang-undangan tidak potensial melindungi 

kepentingan umum. 

c.  Kebebasan mencari dan menemukan hukum, asas-asas dan dasar-dasar 

hukum melalui doktrin ilmu hukum, norma hukum tidak tertulis 

(hukum adat), yurisprudensi maupun pendekatan realism yakni mencari 

dan menemukan hukum yang terdapat pada nilai ekonomi, moral, 

agama, kepatutan dan kelaziman. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian  

 Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam beberapa jenis, dan 

pemilihan jenis penelitian tersebut tergantung pada perumusan masalah yang 

ditentukan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan jenis penelitian hukum Normatif yaitu penelitian yang 

menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai data 

utama, dimana Penulis tidak perlu mencari data langsung ke lapangan. Sifat 
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penelitian hukum ini sejalan dengan sifat ilmu hukum itu sendiri. “Ilmu 

hukum mempunyai sifat sebagai ilmu yang preskriptif, artinya sebagai ilmu 

yang bersifat preskriptif ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, konsep 

konsep hukum, dan norma-norma hukum. Dalam penelitian ini penulis akan 

memberikan preskriptif mengenai dasar pertimbangan dan analis yuridis 

putusan hakim No. 73/ Pdt.Sus/ Desain Industri /2015/PN.Niaga/JKT.PST. 

 

2.  Pendekatan Penelitian 

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, digunakan 

pendekatan yaitu : 

a. Pendekatan perundang-undangan (statute apporoach) 

 Pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah-

masalah yang akan dibahas penulis. 

b. Pendekatan kasus (case apporoach) 

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah 

terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi 

yang telah menjadi putusan di pengadilandan telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap. 

 

3. Sumber bahan penelitian 

Sumber bahan penelitian yang digunakan adalah putusan hakim No. 73/ 

Pdt.Sus/ Desain Industri /2015/PN.Niaga/JKT.PST, sedangkan mengenai jenis 
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sumber bahan hukum yaitu berupa sumber bahan hukum sekunder yang 

diperoleh dengan mengumpulkan serta mengkaji literature-literatur atau 

dokumen-dokumen yang ada kaitannya dalam penulisan ini. Dimana data 

tersebut terdiri dari: 

a. Bahan Hukum Premier 

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 

terhadap hukum primer, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:  

1. Undang-undang Dasar 1945 

2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

3. Kitab Undang-undang Acara Perdata. 

4. UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek 

5. UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri 

6. Ketentuan lainnya yang berkaitan langsung dan relavan dengan 

objek kajian. 

 

b. Bahan Hukum Skunder 

   Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 

terhadap hukum primer, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:  

1. Buku-buku Hukum. 

2. Hasil penelitan, seminar, penemuan ilmiah. 

3. Ketentuan lainnya yang berkaitan langsung dan relavan dengan objek 

kajian. 
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c. Bahan Hukum Tersier 

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer dan bahan sekunder, meliputi14 : 

1. Ensiklopedia. 

2. Internet. 

3. Kamus Bahasa Indonesia. 

 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

  Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan 

perundang-undangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum 

yang dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang 

dihadapi.15 Dalam penelitian  hukum  normatif  ini, penulis memperoleh 

data dari bahan-bahan pustaka yang lazimnya disebut dengan sumber bahan 

hukum sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier 

yang selanjutnya penulis mempelajari, dan mendalami bahan-bahan hukum 

tersebut serta mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari 

sejumlah  literatur baik buku-buku, jurnal, makalah, koran atau karya tulis 

lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian penulis 

                                                           
14Ibid., hlm. 14  
15 Ibid.,hlm. 109 
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mengumpulkan bahan hukum tersebut dalam lembaran-lembaran yang 

disediakan. 

 

5. Analisis Bahan Hukum 

Analisa bahan hukum yang digunakan pada penulisan skripsi atau legal 

memorandum ini adalah menggunakan metode analisa data secara kualitatif 

yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat 

dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan dan 

norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat16.  Teknik analisis kualitatif 

dilakukan dengan cara menganalisa bahan hukum berdasarkan konsep, teori, 

peraturan perundang-undangan, pandangan pakar ataupun pandangan penulis 

sendiri, kemudian dilakukan interprestasi untuk menarik suatu kesimpulan dari 

permasalahan penelitian ini. Yang diteliti dan dipelajari adalah obyek 

penelitian yang utuh. Selain itu analisis dengan pendekatan kualitatif ini 

dilakukan pada data yang tidak bisa dihitung bersifat monografis atau 

berwujud kasus-kasus yang tidak dapat disusun ke dalam struktur klasifikasi 

yaitu dengan mengumpulkan bahan, mengkualifikasikan kemudian 

menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik 

kesimpulan untuk menentukan hasil. 

 

                                                           
16 Ibid.,hlm. 105 
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6. Penarikan Kesimpulan  

Penarikan kesimpulan dilakukan secara Deduktif-Indukatif. Deduktif yaitu 

penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya 

sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih 

khusus. Induktif yaitu proses menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap 

yang berlaku khusus dan berakhir pada fakta-fakta yang kebenarnnya sudah 

diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat lebih umum17. 

 

                                                           
17 Bambang Sunggono, Metodelogi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 10 
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